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ABSTRACT  

This study aims to examine the effect of district / city original income and general 

allocation funds on capital expenditures in districts and cities in Aceh Province. 

The method used in this research is multiple linear regression analysis method 

with quantitative approach. The object of this research is the district / city 

government of Aceh Province. The population in this study consisted of 18 

districts and 5 cities in Aceh Province with a research period of 2020-2022. The 

results of this study indicate that district / city original income and general 

allocation funds simultaneously affect capital expenditure. Partially, district / city 

own-source revenue and general allocation funds both have an effect on capital 

expenditure. 

Keywords: capital expenditure, district/city own-source revenue, general 

allocation fund. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota 

dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi 

Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode analisis regresi 

linear berganda dengan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah 

pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini terdiri 

dari 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh dengan periode penelitian tahun 

2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli 

kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap 

belanja modal. Secara parsial pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi 

umum sama-sama berpengaruh terhadap belanja modal. 

Kata kunci: belanja modal, pendapatan asli kabupaten/kota, dana alokasi umum. 

 



1 
 

  BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan status otonomi 

khusus oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintah Aceh. Salah satu aspek penting dari otonomi khusus 

Aceh adalah diberikan kewenangan untuk mejalankan, mengatur, dan mengurus 

seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerahnya sendiri, baik urusan 

pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya otonomi khusus ini, 

Pemerintah Aceh diberikan keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola 

pendapatan dan sumber daya alam tersebut guna membiayai pengeluaran rutin 

maupun pembangunan daerah. 

 Daerah yang ditunjang dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai 

akan memberikan dampak positif pada produktivitas masyarakatnya. Selain itu, 

hal tersebut juga dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya 

di daerah tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli 

kabupaten/kota (Waskito et al., 2019). Pendapatan asli kabupaten/kota merupakan 

pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Wisnuwardana, 2023). 

Ketersediaan pendapatan asli kabupaten/kota memiliki peran penting sebagai 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.  
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 Pentingnya pendapatan asli kabupaten/kota menjadi faktor penentu dalam 

mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi pendapatan asli kabupaten/kota suatu daerah, maka pengeluaran 

pemerintah atas belanja modal meningkat. Peningkatan pendapatan asli 

kabupaten/kota memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi anggaran 

belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga peningkatan 

belanja modal dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang semakin baik. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, pendapatan asli daerah berpengaruh 

positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh meningkatkan 

belanja modal (Maharany & Nugroho, 2022; dan Tiyas & Wuryani, 2022)  

 Namun demikian, faktanya adalah peningkatan pendapatan asli 

kabupaten/kota tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal. 

Diduga disebabkan oleh pendapatan asli kabupaten/kota Provinsi Aceh yang 

diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja 

barang dan jasa.  Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan perbaikan dalam 

pengelolaan alokasi belanja modal dari pendapatan asli kabupaten/kota, terutama 

dengan pertimbangan peningkatan belanja modal yang diharapkan. 

 Di sisi lain, sebagaimana daerah otonomi lainnya di Indonesia, Aceh juga 

menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan 

untuk belanja modal pemerintah daerah untuk kegiatan memfasilitasi dan 

menyediakan sarana publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat (Rosmayanti et al., 2023). Dana Alokasi Umum yang ditransfer dari 
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pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan agar fokus pada penggunaan 

pendapatan asli kabupaten/kota untuk mendukung belanja modal yang menunjang 

upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Kuntadi et al., 2022). 

Ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah, terutama 

belanja modal sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana alokasi umum. 

Oleh karena itu, semakin tinggi dana alokasi umum, maka alokasi untuk belanja 

modal juga akan meningkat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa daerah dengan 

pendapatan (Dana Alokasi Umum) yang besar akan mengalokasikan lebih banyak 

dana untuk anggaran belanja modal. Hal yang relevan mengungkapkan bahwa 

dana alokasi umum berpengaruh meningkatkan belanja modal (Siregar, 2022; 

Tiyas & Wuryani, 2022; Maharany & Nugroho, 2022; dan Srinofril & Ananda, 

2023) 

 Namun demikian, faktanya dana alokasi umum di Aceh terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Namun peningkatan DAU tidak selalu diikuti dengan 

peningkatan yang signifikan pada belanja modal. Realisasi belanja modal di 

beberapa kabupaten/kota Provinsi Aceh selama 3 tahun terakhir menunjukkan 

fluktuasi, meskipun jumlah dana alokasi umum terus bertambah setiap tahunnya. 

Diduga disebabkan oleh sebagian besar DAU yang digunakan oleh pemda untuk 

mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah lainnya.. Hal ini 

menimbulkan dugaan bahwa pengalokasian dana yang seharusnya di gunakan 

untuk kebutuhan umum dapat dialihkan untuk mendukung program pemerintah 

daerah yang mungkin tidak sesuai dengan urgensi atau prioritas nasional.  Kondisi 

ini dapat menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum yang diterima oleh 
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pemerintah daerah belum sepenuhnya dialokasikan untuk meningkatkan belanja 

modal yang berfokus pada infrastruktur dan fasilitas publik.  

  Belanja modal memiliki peran penting dalam menjalankan sistem 

pemerintahan karena dapat meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud 

dari good governance (Simanjuntak & Ginting, 2019). Belanja modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang 

memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi, di dalamnya 

termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan 

atau menambah masa  manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset 

(Waskito et al., 2019). Belanja modal layak untuk diperhatikan lebih cermat 

karena bersifat investasi yang akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi 

di masa mendatang. Semakin besar jumlah dan kontribusi belanja modal ini 

semakin baik untuk proses pembangunan. 

Tabel 1.1  

Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (dalam Miliar) 

2020 2021 2022

Belanja Modal 4,651.95 4,488.43 3,788.15          

Persentase Alokasi Belanja Modal 16,37% 15,86% 13,84% 

Uraian
Tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda aceh, 2022  

 

Ironisnya, meskipun pemerintah aceh memiliki sumber pendanaan yang 

besar baik dari pendapatan asli kabupaten/kota maupun dana alokasi umum, 

realisasi belanja modal dalam APBD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh masih sangat 

rendah. Data menunjukkan persentase rata-rata kontribusi belanja modal terhadap 

total belanja Pemerintah Aceh hanya sekitar 13 – 16 persen, berada jauh dibawah 
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kontribusi belanja operasi. Alokasi ini dinilai cukup rendah dan mengkhawatirkan.  

Hal ini patut disayangkan mengingat belanja barang jasa mengalami peningkatan 

pada tahun tersebut (BPS, 2022). Pemerintah terlalu memfokuskan pada belanja 

barang dan jasa yang relatif kurang produktif sehingga belanja modal masih lebih 

rendah dibandingkan dengan belanja barang. Pemanfaatan belanja seharusnya 

dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan. Pemerintah 

daerah dapat lebih memperhatikan distribusi belanja modal, mengingat ini cukup 

berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Karo, 2021). 

 Sumber pendanaan belanja modal berasal dari pendapatan asli 

kabupaten/kota dan dana alokasi umum (Rosmayanti et al., 2023). Tingginya dana 

alokasi umum dan pendapatan asli kabupaten/kota seharusnya dapat dimanfaatkan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja infrastruktur melalui optimalisasi 

belanja modal. Namun, tidak semua dana tersebut selalu terealisasi dengan efektif 

dan tepat. Hal ini terlihat dari sejumlah infrastruktur di Aceh yang belum 

memenuhi standar atau belum memberikan pelayanan maksimal kepada publik. 

Salah satu contoh masalah nyata terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu 

kondisi jalan yang telah mengalami kerusakan parah selama 20 tahun tanpa 

perbaikan yang pernah dilakukan. Sebagaimana ditulis dalam laman 

www.kanalaceh.com. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para 

pengguna jalan. Masalah lainnya berupa kurang memadainya infrastruktur dan 

berbagai permasalahan lain yang memerlukan perhatian. Pendapatan asli 

kabupaten/kota dan dana alokasi umum memberikan dampak yang signifikan 

terhadap belanja modal, karena dampaknya yang besar memiliki efek jangka 
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panjang terhadap pembangunan daerah. Pengalokasian pendapatan asli 

kabupaten/kota dan dana aloaksi umum untuk belanja modal perlu dilakukan 

secara efektif agar dapat mencapai masyarakat yang sejahtera dan stabilitas 

ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini mencerminkan adanya korelasi antara 

pendapatan asli kabupaten/kota, dana alokasi umum, dan belanja modal. Kondisi 

ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.  

  Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memastikan arah hubungan 

pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum dengan belanja modal. 

Hal ini karena beberapa penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil berbeda-

beda. Pada penelitian terdahulu (Maharany & Nugroho, 2022; dan Tiyas & 

Wuryani, 2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh 

yang signifikan. Sedangkan penelitian lainnya menemukan pendapatan asli 

kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap belanja modal. (Siregar, 2022; dan 

Srinofril & Ananda, 2023).  

 Studi penelitian (Siregar, 2022; Tiyas & Wuryani, 2022; Maharany & 

Nugroho, 2022; dan Srinofril & Ananda, 2023) menyimpulkan bahwa dana 

alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian 

lain menemukan dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

belanja modal (Uge & Finatariani, 2022; dan Ayem & Pratama, 2018).  

 Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara 

pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. 

Namun penelitian dengan fokus kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

masih sangat terbatas. Selain itu terdapat perbedaan karakteristik perekonomian 
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dan keuangan antara kabupaten/kota yang berpotensi memengaruhi pola 

hubungan pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap 

belanja modal di masing-masing daerah. Oleh karena itu penelitian mengenai 

pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota terhadap alokasi belanja modal dengan 

studi kasus pada pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh perlu dilakukan.  

 Berdasarkan fenomena yang telahh dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh”  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum secara 

simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Aceh. 

2. Apakah Pendapatan Asli Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 

3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja 

Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi 

Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 

2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Kabupaten/Kota secara parsial 

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Aceh. 

3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna bagi berbagai 

pihak, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Aceh, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Akademis 

a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pendapatan Asli 

Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 

b. Bagi pembuat kebijakan (pemerintah), penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi 

daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kemajuan daerah. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menambah sumber 

referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah di 

uraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan pada 

penilaian atas pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum dalam 

mengukur tingkat belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh.Selain 

itu, ruang lingkup penelitian ini terletak pada periode pengamatan data dari tahun 

2020-2022. 
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BAB II   

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

1.1 Landasan Teori 

1.1.1 Pendapatan Asli Kabupaten/Kota 

 Salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

adalah pendapatan asli kabupaten/kota. Pendapatan asli kabupaten/kota adalah 

pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari 

sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan 

daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

digunakan untuk kebutuhan daerah (Fernandes & Putri, 2022). Pendapatan asli 

kabupaten/kota menunjukkan bagaimana suatu daerah bisa menghasilkan 

pendapatan, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

milik daerah dipisahkan dan lain-lain PAD yang  sah (Wulandari & Emy, 2018).

 Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

mengatur bahwa pendapatan asli kabupaten/kota adalah pendapatan yang 

dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan daerah. Pendapatan asli kabupaten/kota bertujuan untuk 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai 

pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah sebagai wujud 

desentralisasi. 
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Sumber – sumber Pendapatan Asli Kabupaten/Kota: 

1. Pajak Daerah 

  Pajak daerah adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah (perda), dimana 

kekuasaan pemungutan dijalankan oleh pemerintah daerah guna mencapai 

optimalisasi pemerintahan dan meningkatkan pembangunan wilayah tersebut 

(Ameilia & Syaifuddin, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

jenis-jenis pajak dikelompokkan sebagai beikut: 

Tabel 1.1  

Jenis-Jenis Pajak 

Pajak Daerah yang Dikelola 

Pemerintah Provinsi 

Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) 

b. Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor  (BBNKB) 

c. Pajak Alat Berat (PAB) 

d. Pajak atas Penggunaan Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) 

e. Pajak Air Permukaan (PAP) 

f. Pajak Rokok 

g. Opsen Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan (MBLB) 

 

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) 

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Air Tanah 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(MBLB) 

g. Pajak Sarang Burung Walet 

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) 

2. Retribusi Daerah 

 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Panigoro et al., 2023:16). 
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Tabel 2.2  

Jenis-Jenis Retribusi 

Retribusi Jasa 

Umum 

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan 

Tertentu 

a. Pelayanan 

kesehatan 

b. Pelayanan 

kebersihan 

c. Pelayanan parkir 

di tepi jalan 

umum 

d. Pelayanan pasar 

e. Pengendalian 

lalu lintas 

 

a. Penyediaan tempat kegiatan 

usaha berupa pasar grosir, 

pertokoan, dan tempat kegiatan 

usaha lainnya 

b. Penyediaan tempat pelelangan 

ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil 

hutan termasuk fasilitas lainnya 

dalam lingkungan tempat 

pelelangan 

c. Penyediaan tempat khusus parkir 

di luar badan jalan 

d. Penyediaan tempat 

penginapan/pesanggrahan/vila 

e. Pelayanan rumah potong hewan 

ternak 

f. Pelayanan jasa kepelabuhanan 

g. Pelayanan tempat rekreasi, 

pariwisata dan olahraga 

h. Pelayanan penyebrangan orang 

atau barang dengan menggunakan 

kendaraan di air 

i. Penjualan hasil produksi usaha 

pemerintah daerah 

j. Pemanfaatan aset daerah yang 

tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 

OPD atau optimalisasi aset daerah 

dengan tidak mengubah status 

kepemilikan 

e. Persetujuan 

bangunan gedung 

f. Penggunaan tenaga 

kerja asing 

g. Pengelolaan 

pertambangan 

rakyat 

 

 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 

daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 

daerah yang di pisahkan (Suharyadi et al., 2018:127) 
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4. Lain-lain PAD yang Sah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Lain-lain PAD yang sah 

merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari: 

a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan 

b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan 

c. Hasil kerjasama daerah 

d. Jasa giro 

e. Hasil pengelolaan dana bergulir 

f. Pendapatan bunga 

g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah 

h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, 

tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa 

i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

k. Pendapatan denda pajak daerah 

l. Pendapatan denda retribusi daerah 

m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

n. Pendapatan dari pengembalian 

o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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1.3.1 Dana Alokasi Umum 

 Dalam Undang – Undang No.33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Dana 

Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk meratakan keuangan antar 

daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (Rahmitasari & Asyik, 2023). DAU bersifat Block Grant, artinya 

penggunaannya diberikan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan 

daerah untuk peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah (Kuntadi et al., 2022). DAU ditetapkan minimal 26% 

dari penerimaan Dalam Negeri.  10%  untuk  DAU  daerah provinsi,  90%  untuk  

DAU  daerah  kabupaten/kota (Arina et al., 2019). 

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah 

fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal need) dikurangi dengan 

kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah 

gaji PNS. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk 

melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang 

dimaksudkan disini meliputi:  

a. Layanan kesehatan, 

b. Layanan pendidikan, 

c. Penyediaan infrastruktur, dan 

d. Pengentasan kemiskinan,  



15 
 

 Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan 

fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur 

berdasarkan:  

a. Jumlah penduduk, 

b. Luas wilayah, 

c. Indeks kemahalan konstruksi, 

d. Produk domestik bruto regional per kapita, dan 

e. Indeks pembangunan manusia 

Rumus Dana Alokasi Umum untuk suatu Provinsi tertentu = 

Jumlah DAU Suatu Daerah 
 X  

(Bobot Daerah Provinsi yang besangkutan) 

 Provinsi   Jumlah bobot dari seluruh provinsi 

Rumus Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu = 

Jumlah DAU Suatu Daerah 
 X  

(Bobot Daerah Kab/Kota yang besangkutan) 

 Kabupaten/ Kota   Jumlah bobot dari seluruh Kab/Kota 

2.3.1 Belanja Modal 

 Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa belanja modal ialah pengeluaran anggaran  

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. 

Menurut (Siregar, 2022) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk memperoleh aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat 

selama lebih dari satu periode. Sesuai dengan Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan  

Nomor  33/PB/2008  Tentang  Pedoman  Penggunaan  Akun Pendapatan,  Belanja  

Pegawai,  Belanja  Barang,  Dan Belanja  Modal. Belanja dapat diklasifikasikan 

sebagai belanja modal apabila:  
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a. pengeluaran tersebut menyebabkan pembelian aset tetap atau aset lainnya 

yang menambah aset pemerintah 

b. pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan  

c. pembelian aset tetap tersebut dimaksudkan untuk tidak dijual. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010, belanja modal 

dapat dikelompokkan dalam lima kategori utama, yaitu: 

a. Belanja Modal Tanah  

Belanja Modal Tanah ialah biaya untuk pengadaan, pembelian, 

pembebasan, pengurugan, balik nama, sewa, peralatan, pematangan tanah, 

pembuatan sertifikat, dan biaya lainnya yang terkait dengan memperoleh 

hak atas tanah sampai tanah menjadi siap pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran anggaran atau 

biaya yang dipergunakan untuk  pengadaan,  penambahan  atau  

penggantian  serta  peningkatan  kapasitas  peralatan  mesin  dan investasi  

atau  aset  kantor  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  

(dua  belas  bulan) sehingga peralatan dan mesin yang dimaksud dapat 

digunakan dalam kondisi siap pakai. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

Belanja modal gedung dan bangunan mencakup biaya yang dihabiskan 

untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan proses pembangunan 

gedung dan bangunan serta untuk meningkatkan kapasitas sampai gedung 

dan bangunan tersebut selesai dan siap pakai. 



17 
 

d. Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Belanja modal adalah biaya 

yang digunakan untuk membeli, menambah, mengganti, dan meningkatkan 

pembangunan, pembuatan, dan perawatan. Ini termasuk biaya 

perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan 

untuk meningkatkan kapasitas hingga jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dimaksud siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik Lainnya.  

Belanja Modal Fisik Lainnya ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan 

untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, 

atau pembuatan benda fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke 

dalam kategori belanja modal seperti tanah, paralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya juga 

termasuk belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian seni, barang 

purbakala, dan untuk museum, dan pembelian hewan ternak. 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian tentang faktor yang berpengaruh terhadap belanja modal telah 

diteliti sebelumnya. Beberapa peneliti sebelumnya adalah Siregar, (2022) yang 

berjudul “Pengaruh DAU, DAK, PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Belanja Modal”. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 10 kabupaten/kota. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja 

modal, sementara dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.   



18 
 

  Selanjutnya, Maharany & Nugroho, (2022) yang meneliti dengan judul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja 

Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat”. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 108 sampel 

dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi 

Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal 

 Tiyas & Wuryani, (2022) juga ikut meneliti yang berpengaruh terhadap 

belanja modal dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi 

Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan 

dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Sementara itu 

dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja Modal. dan sisa 

lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja Modal. 

 Uge & Finatariani, (2022) meneliti dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris 

Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020). Sampel yang 

digunakan teknik purposive sampling yaitu 8 kota dan kabupaten dengan pengamatan 

selama 4 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi 

umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Srinofril & Ananda, 

(2023) meneliti dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan 
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Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021”. Sampel menggunakan metode 

total sampling dan di peroleh sebanyak 76 data. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan 

Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal. 

 Secara ringkas, penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3  

Penelitian Sebelumnya 

No 
Judul, Nama Peneliti, 

(Tahun) 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 

Pengaruh DAU, DAK, 

PAD Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

Belanja Modal 

(Siregar, 2022) 

Analisis 

regresi data 

panel 

Dana alokasi umum 

berpengaruh terhadap 

belanja modal, sementara 

dana alokasi khusus, 

pendapatan asli daerah 

dan pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap 

belanja modal.  

Dana 

alokasi 

umum 

Dana alokasi 

khusus dan 

retribusi 

daerah 

2 

Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah Dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Belanja 

Modal Pada 

Kabupaten/Kota Di Jawa 

Barat 

(Maharany & Nugroho, 

2022) 

Analisis 

regresi 

linier 

Berganda 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Belanja Modal dan Dana 

Alokasi Umum 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Belanja Modal 

Pendapatan 

asli daerah 

dan dana 

alokasi 

umum 

Pengamatan 

tahun dan 

tempat 

3 

Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Bagi Hasil, 

Dan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran 

Terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal 

Pada Kabupaten Dan 

Kota Di Provinsi Jawa 

Timur 

(Tiyas & Wuryani, 2022) 

 

 

 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Pendapatan asli daerah 

dan dana alokasi umum 

berpengaruh positif 

terhadap belanja Modal. 

Sementara itu dana bagi 

hasil tidak memiliki 

pengaruh positif terhadap 

belanja Modal. dan sisa 

lebih pembiayaan 

anggaran berpengaruh 

negatif terhadap belanja 

Modal. 

Pendapatan 

asli daerah 

dan dana 

alokasi 

umum 

Dana bagi 

hasil dan sisa 

lebih 

pembiayaan 

anggaran 

 

4 

Pengaruh Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah Dan Dana 

Alokasi Umum Terhadap 

Belanja Modal(Studi Empiris 

Analisis 

regresi data 

panel 

Pajak daerah berpengaruh 

signifikan terhadap 

belanja modal, sedangkan 

retribusi daerah dan dana 

Dana 

alokasi 

umum 

Pajak daerah 

dan retribusi 

daerah 
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No 
Judul, Nama Peneliti, 

(Tahun) 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Pada Kabupaten dan Kota 

DiProvinsi BantenTahun 

2017-2020) 

(Uge & Finatariani, 2022) 

alokasi umum tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. 

5 

Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) 

Terhadap Belanja Modal 

Pada Kabupaten Dan 

Kota Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2018-2021 

(Srinofril & Ananda, 

2023) 

Analisis 

Regresi 

Data Panel  

Pendapatan Asli Daerah 

tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal 

dan Dana Alokasi Umum 

Berpengaruh Positif 

terhadap Belanja Modal. 

Pendapatan 

asli daerah 

dan dana 

alokasi 

umum 

Pengamatan 

tahun dan 

tempat 

Sumber : Data diolah Tahun 2023 

 Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-

sama menggunakan belanja modal sebagai variabel independen dan menggunakan 

laporan realisasi anggaran sebagai instrumen penelitiannya. Perbedaan penelitian 

penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan daerah yang 

diteliti. 

  Penelitian-penelitian terdahulu diatas menggunakan variabel pendapatan asli 

daerah, selisish lebih pembiayaan anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan dana 

perimbangan. Dana perimbangan didalamnya terdapat dana  alokasi umum, dana 

alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan pada  penelitian sekarang 

difokuskan untuk menggunakan variabel dana alokasi umum karena dana alokasi 

umum dikhususkan untuk semua daerah di  Indonesia. Sedangkan dana alokasi 

khusus hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dengan Belanja Modal  

Pendapatan Asli kabupaten/kota merupakan salah satu sumber penerimaan 

keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di 
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daerah. Pendapatan asli kabupaten/kota mencerminkan kemampuan daerah untuk 

dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang berasal dari daerah sendiri 

(Rasyid, 2018). 

Semakin meningkat biaya pendapatan asli kabupaten/kota maka semakin 

mampu daerah tersebut untuk mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan 

kebijakan seperti penyediaan pelayanan publik, fasilitas umum, dan pembangunan  

infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Maharany & Nugroho, 

2022). Dengan terjadinya hal tersebut membuktikan bahwa daerah tersebut 

mampu untuk berjalan mandiri. Apabila terjadinya pendapatan asli kabupaten/kota 

meningkat maka pada investasi belanja modal pada pemerintahan daerah juga 

diharapkan dapat meningkat (Wisnuwardana, 2023) Upaya dalam peningkatan 

pendapatan asli kabupaten/kota sebaiknya diiringi oleh peningkatan kualitas 

layanan publik oleh pemerintah daerah.  

2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal 

 Setiap daerah memiliki kapasitas keuangan yang berbeda-beda dalam 

mendukung kegiatannya, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan fiskal antar 

daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana 

dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membiayai 

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum memiliki 

peran serupa dengan pendapatan asli kabupaten/kota, yaitu mendukung kebutuhan 

belanja daerah, termasuk belanja modal. Meskipun bersumber dari pemerintah 

pusat, DAU menjadi sumber pembiayaan utama bagi beberapa daerah. DAU 

berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja modal yang artinya 

semakin besar dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada 
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daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dapat digunakan oleh pemerintah 

daerah (Siregar, 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan hubungan antar variable yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif  (Ha) 

sebagai berikut: 

H1 : Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum secara simultan 

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi 

Aceh 

H2 : Pendapatan Asli Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh 

H3 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal 

pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 

Dana Alokasi Umum 
(X2) 

Pendapatan Asli 
Kabupaten/Kota  

(X1) 
Belanja Modal 

(Y) 

H1 

H2 

H3 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

1.1 Desain Penelitian 

 Desain Penelitian atau rancangan suatu penelitian sangat berpengaruh dalam 

menentukan desain yang tepat, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan dalam 

menentukan desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian 

harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan (Sekaran & Bougie, 

2017:52), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, 

situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu. 

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan 

oleh (Sekaran & Bougie, 2017:52) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang 

harus terpenuhi. Aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sifat Studi 

 Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang 

termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan 

tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau 

lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2017:62). Pengujian hipotesis 

yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, pendapatan asli 

kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap variabel tidak bebas yaitu 

belanja modal. 

2) Jenis Investigasi 

 Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. 

Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi 

kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau 
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lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2017:64). Masalah yang terjadi dalam 

penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal pada Kaupaten dan Kota 

Provinsi Aceh dipengaruhi oleh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi 

umum 

3) Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi 

  Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimum, karena 

peneliti tidak memiliki kemampuan mempengaruhi kondisi di dalam lembaga atau 

instansi yang bersangkutan dalam hal penilaian data. Oleh karena itu tingkat 

intervensi penelitian rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data sekunder dan 

selanjutnya menganalisis data tersebut 

4)  Situasi Studi  

 Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Penulis ingin 

mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli kabupaten/kota Dan Dana Alokasi Umum 

terhadap Belanja Modal tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di 

lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan 

atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan. 

5)  Unit Analisis 

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama 

tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017:73). Kesatuan data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota 

Provinsi Aceh.   

6 )  Horizon Waktu  

  Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi one shot atau  cross-
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sectional dengan periode pengamatan tahun 2020‒2022. Studi yang 

mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun 

bulanan disebut studi dengan horizon waktu one shot atau cross sectional (Sekaran 

& Bougie, 2017:77). Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 

Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. Selanjutnya, karena data tersebut berseri dari 

tahun 2020-2022 dan memiliki beberapa sub, maka horizon waktu dalam 

penelitian ini disebut data panel, yaitu gabungan dari data time series dan data 

cross sectional  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran & Bougie, 2017:21). Atau dengan 

kata lain populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau 

subjek yang menjadi tugas penelitian untuk memberi batasan yang tegas terhadap 

setiap objek yang menjadi populasi penelitiannya.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten 

dan kota Provinsi Aceh yang meliputi 18 daerah Kabupaten dan 5 daerah Kota 

sehingga total populasi adalah 23. Secara ringkas populasi dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 1.1  

Kriteria Sampel Penelitian 
No Kriteria Jumlah 

1 Pemerintahan Daerah Kabupaten Provinsi Aceh 18 

2 Pemerintahan Daerah Kota Provinsi Aceh 5 

Populasi 23 

Periode Penelitian 3 Tahun 

Jumlah Sampel Akhir (23 kabupaten dan kota selama 3 tahun) 69 

  Sumber :  Data Sekunder yang Diolah, 2022 
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 Pada penelitian ini pengambilan sampel diambil dengan mengunakan teknik 

pengambilan sampel jenuh (sensus) dengan memasukkan semua populasi menjadi 

sampel. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah data Laporan 

Realisasi Anggaran tahun 2020-2022. 

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota 

Provinsi Aceh yang terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan belanja modal. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 

sumber yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan dari responden 

langsung. Data tersebut seperti buletin statistik, publikasi pemerintah dan 

informasi lain yang dipublikasikan disebut data sekunder (Sekaran & Bougie, 

2017:77).  

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa 

catatan atau dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah tersedia  di 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Aceh yang di akses melalui website 

https://djpk.kemenkeu.go.id.  

3.4 Definisi dan Operasional Variabel 

 Penewlitian ini menggunakan dua variabel, yaitu terdiri dari satu variabel 

tidak bebas (dependent variabel) dan dua variabel bebas (independent variabel). 

Variabel tidak bebas adalah Belanja Modal dan variabel bebas adalah Pendapatan 

Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum. 

https://djpk.kemenkeu.go.id/


27 

 

3.4.1 Belanja Modal 

 Belanja modal adalah alokasi anggaran yang di gunakan untuk belanja aset 

yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan berguna untuk 

menunjang kegiatan pemerintahan (Rivandi & Anggraini, 2022). Metode 

penghitungan belanja modal diukur dengan rumus:   

 Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja 

Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya 

3.4.2 Pendapatan Asli Kabupaten/Kota 

 Pendapatan asli kabupaten/kota adalah pemasukan atau penerimaan yang 

masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya 

sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk kebutuhan daerah 

(Fernandes & Putri, 2022). Variabel pendapatan asli kabupaten diukur dengan 

rumus: 

 PAK =  Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan 

  Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan yang Sah 

3.4.3 Dana Alokasi Umum 

 Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan 

kemampuan keuangan antar daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dalam 

melaksanakan desentralisasi (Iqbal, 2022). Variabel dana alokasi umum diukur 

dengan rumus: 
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DAU = Celah Fiskal +  Alokasi Dasar 

Dimana: 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal − Kapasitas Fiskal 

 Ringkasan definisi dan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, secara 

ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Ringkasan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. Pendapatan Asli 

Kabupaten/Kota 

(X1) 

Pendapatan asli kabupaten/kota 

adalah pemasukan atau 

penerimaan yang masuk ke 

dalam kas daerah, diperoleh dari 

sumber-sumber di dalam 

wilayahnya sendiri, dipungut 

berdasarkan peraturan daerah dan 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku, serta digunakan untuk 

kebutuhan daerah (Fernandes & 

Putri, 2022). 

PAK = Pajak Daerah + Retribusi 

Daerah + Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan + Lain-lain 

Pendapatan yang Sah 

Nominal 

2. Dana Alokasi 

Umum  

( X2 ) 

Dana Alokasi Umum 

merupakan transfer dana dari 

pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah yang berasal dari 

pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan dialokasikan 

dengan tujuan untuk 

menyeimbangkan kemampuan 

keuangan antar daerah guna 

memenuhi kebutuhan daerah 

dalam melaksanakan 

desentralisasi (Iqbal, 2022) 

DAU = Celah Fiskal +  Alokasi Dasar 

 

Dimana: 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal − 

Kapasitas Fiskal 

Nominal 

3. Belanja Modal 

( Y ) 

Belanja modal adalah alokasi 

anggaran yang di gunakan 

untuk belanja aset yang 

memiliki masa manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi dan 

berguna untuk menunjang 

kegiatan pemerintahan (Rivandi 

& Anggraini, 2022). 

BM = Belanja Tanah + Belanja 

Peralatan dan Mesin + 

Belanja Gedung dan 

Bangunan + Belanja Jalan, 

Irigasi dan Jaringan + 

Belanja Aset Tetap Lainnya 

Nominal 
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3.5 Teknik Analisis Data  

  Untuk menguji hipotesis, maka penelitian ini menggunakan regresi linear 

berganda (multiple linear regresion). Analisis regresi linier sederhana ini 

digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana 

alokasi umum terhadap belanja modal. Saat menganalisis data, peneliti 

menggunakan bantuan software Statistical Package for the Social Science (SPSS) 

versi 29.0. Regresi linier berganda dirumuskan dengan persamaan:  

Y= α + b1X1 + b2X2 +  

Dimana:  

Y = Belanja Modal.  

α = Konstanta.  

b = Koefisien regresi.  

X = Pendapatan Asli Kabupaten/Kota 

X2 = Dana Alokasi Umum 

 = Epsilon (error term). 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk 

menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut 

dinyatakan dalam hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha), yaitu: 

1) Hipotesis Pertama 

H01 : Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Ha1 : Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
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2) Hipotesis Kedua 

H02 : Pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. 

Ha2 : Pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. 

3) Hipotesis Ketiga 

H03 : Dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. 

Ha3 : Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. 

Untuk menerima atau menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka 

dilihat hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukan ke kriteria 

menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015:9)  

dan Supranto (2009:190). Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan 

diuraikan berikut ini: 

1) Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama: 

 Jika semua koefisien regresi sama dengan nol (β1 & β2 = 0), maka H01 

diterima dan Ha1 ditolak.  Artinya pendapatan asli kabupaten/kota dan dana 

alokasi umum secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. 

 Jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol (β1 & β2 ≠ 0), 

maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota 

dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. 
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2) Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua: 

 Jika koefisien regresi variabel X1 sama dengan nol (β1 = 0), maka H02 

diterima dan Ha2 ditolak. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

 Jika koefisien regresi X1 tidak sama dengan nol (β1 ≠ 0), maka H02 ditolak 

dan Ha2 diterima. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

3) Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga: 

 Jika koefisien regresi X2 sama dengan nol (β2 = 0), maka H03 diterima dan 

Ha3 ditolak. Artinya dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. 

 Jika koefisien regresi X2 tidak sama dengan nol (β2 ≠ 0), maka H03 ditolak 

dan Ha3 diterima. Artinya dana alokasi umum secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Hasil Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan asli 

kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten 

dan kota Provinsi Aceh. Hasil dalam penelitian ini meliputi analisis statistik 

deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Semua paparan ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. 

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif  

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi dasar 

dari variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut 

adalah Belanja Modal (Y), Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (X1) dan Dana 

Alokasi Umum (X2). Pengujian ini menjelaskan nilai mean, minimum, dan 

maksimum, untuk setiap variabel. Hasil perhitungan statistik deskriptif bisa dilihat 

pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Pendapatan Asli Kabupaten/Kota 69 12.36 256.92 118.3291 

Dana Alokasi Umum 69 313.86 897.98 527.7187 

Belanja Modal 69 72.63 340.82 187.3700 

Valid N (listwise) 69    

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2023 

 Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendapatan asli kabupaten/kota yaitu sebesar 
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118.3291. Nilai minimum pendapatan asli kabupaten/kota yaitu sebesar 12.36.  

Nilai tersebut menunjukkan bahwa, pendapatan asli kabupaten/kota terendah di 

kabupaten/kota Provinsi Aceh didapat oleh Kota Subulussalam tahun 2022. Selain 

itu ada juga nilai maksimum pendapatan asli kabupaten/kota sebesar 256.92 

didapat oleh Kota Langsa tahun 2022. 

 Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata dana alokasi umum yaitu sebesar 527.7187. 

Nilai minimum dana alokasi umum yaitu sebesar 313.86. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa, dana alokasi umum terendah di kabupaten/kota Provinsi 

Aceh didapat oleh Kota Subulussalam tahun 2021. Selain itu ada juga nilai 

maksimum dana alokasi umum sebesar 897.98 didapat oleh Kabupaten Aceh 

Utara tahun 2020. 

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata belanja modal yaitu sebesar 187.3700. Nilai 

minimum belanja modal yaitu sebesar 72.63. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, 

belanja modal terendah di kabupaten/kota Provinsi Aceh didapat oleh Kabupaten 

Simeulue tahun 2022. Selain itu ada juga nilai maksimum belanja modal sebesar 

340.82 didapat oleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2022. 

3.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan 

masalah pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini secara berurutan akan dipaparkan pada bagian ini. Hasil pengujian 

hipotesis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Hipotesis. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 63.388 20.195  3.139 .003 

Pendapatan Asli 

Kabupaten/Kota 

.060 .146 .057 .411 .682 

Dana Alokasi Umum .222 .053 .586 4.217 .000 

 

R = 0,629; R
2
 = 0,395; Adj- R

2
 = 0,377; F = 21,589; Sig.F = 0.001

b
 

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2023 

 Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat pada tabel 4.2, maka dapat diperoleh 

pesamaan regresi berganda sebagai berikut: 

 Y = 63,388 + 0,60X1 + 0,222X2 

3.1.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan 

masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini 

akan menjawab apakah pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum 

berpengaruh terhadap belanja modal.  

 Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) masing-masing variabel 

adalah 0,060 untuk variabel pendapatan asli kabupaten/kota (β1) dan 0,222 untuk 

variabel dana alokasi umum (β2). Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,060 ≠0; 

dan 0,222 ≠0. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β1 

dan β2 ≠0). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau 

menolak hipotesis. Maka Ha1 diterima, artinya pendapatan asli kabupaten/kota dan 

dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada 

Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. 
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3.1.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua  

 Hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan 

masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan 

menjawab apakah pendapatan asli kabupaten/kota berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

 Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) pendapatan asli 

kabupaten/kota sebesar 0,060. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,060 ≠0. Hal 

ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β1≠0). Selanjutnya nilai 

tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka 

Ha2 diterima, artinya pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh 

terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. 

3.1.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga  

 Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan 

masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan 

menjawab apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. 

 Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) dana alokasi umum sebesar 

0,222. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,222 ≠0. Hal ini berarti nilai koefisien 

beta tidak sama dengan nol (β2≠0). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke 

dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka Ha3 diterima, artinya dana 

alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten 

dan Kota Provinsi Aceh. 

3.1.3 Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi pendapatan asli 

kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Berdasarkan 
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Tabel 4.2, nilai R Square sebesar 0,395. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

kontribusi pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum 

terhadap belanja modal yaitu sebesar 39,5% (0,395 x 100%). Sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 60,5% (100%‒39,5%) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar 

penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi belanja modal, baik itu kenaikan 

ataupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh pendapatan asli kabupaten/kota 

dan dana alokasi umum. 

3.2 Pembahasan  

 Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linier berganda 

pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan untuk hasil tersebut yaitu 

pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja 

modal baik secara simultan maupun parsial akan dibahas sebagai berikut. 

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum 

secara Simultan  terhadap Belanja Modal 

 Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa semua semua nilai 

koefisien beta tidak sama dengan nol (β1 dan β2 ≠0). Artinya hipotesis pertama 

(Ha1) diterima. Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara 

simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa, 

belanja modal pada Kabupaten/Kota Povinsi Aceh dipengaruhi oleh pendapatan 

asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum. 

 Pengaruh kedua variabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa selama 

tahun 2020-2022 telah membawa dampak perubahan terhadap belanja modal. 

Dampak perubahan yang terjadi pada belanja modal dipengaruhi oleh kedua 

indikator tersebut. Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum 
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berperan atas peningkatan maupun penurunan pada belanja modal terhadap 

Kabupaten/Kota. 

 Peranan kedua faktor tersebut terlihat dari belanja modal. Perubahan yang 

terjadi baik itu kenaikan maupun penurunan belanja modal tersebut merupakan 

cerminan dari naik turunnya pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi 

umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kedua variabel bebas ini secara simultan 

mempengaruhi belanja modal Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharany 

& Nugroho, (2022); dan Srinofril & Ananda, (2023) yang menyatakan bahwa 

secara simultan pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

 Semua variabel bebas dalam penelitian ini hanya mampu memprediksi 

variabel terikat sebesar 39,5%. Selanjutnya sisa sebesar 60,5% lagi diprediksi oleh 

variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  

4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota terhadap Belanja Modal 

 Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, pendapatan asli 

kabupaten/kota berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai koefisien beta (β1) 

pendapatan asli kabupaten/kota sebesar 0,060. Nilai ini tidak sama dengan nol 

(0,060≠0). Dengan demikian maka Ha2 diterima. Artinya pendapatan asli 

kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal. 

 Tingginya peningkatan belanja modal disebabkan karena pendapatan asli 

kabupaten/kota yang diperoleh juga tinggi. Pendapatan asli kabupaten/kota 

menjadi salah satu sumber dana utama untuk mendukung belanja modal. Semakin 

tinggi nilai pendapatan asli kabupaten/kota, maka semakin tinggi pula alokasi 
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belanja modal. Sumber pendapatan asli kabupaten/kota berasal dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pelayanan publik atau 

meningkatnya sarana dan prasarana publik akan memicu peningkatan pendapatan 

asli kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan 

daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi.  

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Maharany & Nugroho, 2022; dan Tiyas & Wuryani, 2022) yang menyatakan 

bahwa pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap 

belanja modal, dimana pendapatan asli kabupaten/kota merupakan sumber 

pendapatan yang akan meningkatkan belanja modal. 

4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

 Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, dana alokasi umum 

berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai koefisien beta (β2) dana alokasi umum 

sebesar 0,222. Nilai ini tidak sama dengan nol (0,222 ≠0). Dengan demikian maka 

Ha3 diterima. Artinya dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap 

belanja modal. 

 Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal. Hal 

ini disebabkan oleh peran dana alokasi umum yang terletak pada kemampuannya 

untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi dan 

kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah 

menggunakan dana alokasi umum sebagai sumber utama pendanaan belanja 

modal, dengan tujuan menambah aset yang dapat meningkatkan pendapatan 
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daerah. Tingkat realisasi anggaran dana alokasi umum yang lebih tinggi akan 

berdampak pada peningkatan anggaran realisasi belanja modal. Dengan demikian 

untuk melakukan belanja modal, pemerintah Aceh masih mengandalkan dana 

transfer dari pusat yaitu dana alokasi umum.  

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Siregar, (2022); Tiyas & Wuryani, (2022); Maharany & Nugroho, (2022); 

dan Srinofril & Ananda, (2023) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum 

secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal, dimana dana alokasi umum 

merupakan sumber pendapatan yang akan meningkatkan belanja modal. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan 

berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. 

Pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum tersebut 

berdampak pada fluktuasi alokasi belanja modal selama periode pengamatan. 

Kenaikan pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum berdampak 

pada meningkatnya belanja modal, begitupun sebaliknya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa perubahan pola belanja modal mencerminkan 

fluktuasi pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara 

simultan. 

2. Pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap belanja 

modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Peningkatan pendapatan asli 

kabupaten/kota berdampak pada meningkatnya alokasi belanja modal 

pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli kabupaten/kota 

maka semakin besar alokasi anggaran pemda untuk membiayai belanja modal. 

Dengan demikian, peningkatan pendapatan asli kabupaten/kota berdampak 

dalam mendukung peningkatan belanja modal.  

3. Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada 

kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Ketergantungan pada dana alokasi umum 
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berdampak pada terhambatnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. 

Pemerintah daerah menggunakan dana alokasi umum sebagai sumber utama 

pembiayaan belanja modal dengan tujuan menambah aset publik guna 

meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi realisasi dana alokasi umum, 

maka semakin besar pula anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. 

Oleh karena itu, peningkatan dana alokasi umum berdampak langsung pada 

peningkatan belanja modal di daerah. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat 

menyarankan beberapa saran yaitu: 

1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dan menggali potensi sumber-

sumber pendapatan asli kabupaten/kota, terutama yang berasal dari pajak, 

retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Pemerintah daerah disarankan mencari sumber pendanaan alternatif selain dana 

alokasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan 

memperluas data penelitian. Misalnya dengan menggunakan periode 

pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan variabel bebas lainnya 

yang berpengaruh besar terhadap belanja modal. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Daftar Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Kota 

1. Kabupaten Aceh Selatan 

2. Kabupaten Aceh Tenggara 

3. Kabupaten Aceh Timur 

4. Kabupaten Aceh Tengah 

5. Kabupaten Aceh Barat 

6. Kabupaten Aceh Besar 

7. Kabupaten Pidie 

8. Kabupaten Aceh Utara 

9. Kabupaten Simeulue 

10. Kabupaten Aceh Singkil 

11. Kabupaten Bireuen 

12. Kabupaten Aceh Barat Daya 

13. Kabupaten Gayo Lues 

14. Kabupaten Aceh Jaya 

15. Kabupaten Nagan Raya 

16. Kabupaten Aceh Tamiang 

17. Kabupaten Bener Meriah 

18. Kabupaten Aceh Jaya 

1. Kota Banda Aceh 

2. Kota Sabang 

3. Kota Lhokseumawe 

4. Kota Langsa 

5. Kota Subulussalam 
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Lampiran 2. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli 

Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum  pada Kabupaten dan Kota 

Provinsi Aceh Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah) 

  

1 Kab Aceh Selatan 174.23 134.38 603.24

2 Kab Aceh Tenggara 188.10 98.35 546.65

3 Kab Aceh Timur 234.21 198.20 769.04

4 Kab Aceh Tengah 249.10 193.59 572.05

5 Kab Aceh Barat 271.98 149.93 553.85

6 Kab Aceh Besar 277.25 188.78 759.18

7 Kab Pidie 222.78 214.95 836.28

8 Kab Aceh Utara 323.26 226.83 897.98

9 Kab Simeulue 99.81 96.84 422.32

10 Kab Aceh Singkil 186.44 46.17 409.54

11 Kab Bireuen 235.21 162.16 815.28

12 Kab Aceh Barat Daya 225.27 111.76 415.85

13 Kab Gayo Lues 158.86 58.40 423.66

14 Kab Aceh Jaya 145.31 79.46 397.56

15 Kab Nagan Raya 281.96 109.06 485.04

16 Kab Aceh Tamiang 187.06 125.64 493.79

17 Kab Bener meriah 172.96 70.07 424.58

18 Kab Pidie Jaya 190.75 79.57 410.15

19 Kota Banda Aceh 194.61 227.75 547.63

20 Kota Sabang 136.78 62.41 338.31

21 Kota Lhokseumawe 177.26 65.88 425.31

22 Kota Langsa 177.26 65.88 414.46

23 Kota Subulussalam 141.50 56.85 318.04

NO Kabupaten / Kota
Belanja Modal 

(Y)

Pendapatan Asli 

Daerah (X1)

Dana Alokasi 

Umum (X2)
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Lampiran 3. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli 

Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum  pada Kabupaten dan Kota 

Provinsi Aceh Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah) 

1 Kab Aceh Selatan 202.38 132.25 595.67

2 Kab Aceh Tenggara 131.50 81.39 539.37

3 Kab Aceh Timur 251.52 122.38 759.51

4 Kab Aceh Tengah 204.45 165.06 565.36

5 Kab Aceh Barat 289.19 134.64 543.83

6 Kab Aceh Besar 215.17 168.82 746.91

7 Kab Pidie 229.11 224.01 823.25

8 Kab Aceh Utara 293.11 178.92 882.66

9 Kab Simeulue 94.01 127.49 419.03

10 Kab Aceh Singkil 160.05 52.82 406.20

11 Kab Bireuen 335.47 173.29 801.25

12 Kab Aceh Barat Daya 197.34 91.76 410.88

13 Kab Gayo Lues 192.71 63.65 419.76

14 Kab Aceh Jaya 171.79 75.58 392.66

15 Kab Nagan Raya 223.27 98.41 477.11

16 Kab Aceh Tamiang 145.25 138.64 488.33

17 Kab Bener meriah 186.03 62.89 417.70

18 Kab Pidie Jaya 179.80 82.37 404.30

19 Kota Banda Aceh 186.43 224.36 539.24

20 Kota Sabang 164.66 57.78 332.13

21 Kota Lhokseumawe 140.43 61.98 418.63

22 Kota Langsa 184.37 109.17 407.52
23 Kota Subulussalam 110.39 57.92 313.86

NO Kabupaten / Kota
Belanja Modal 

(Y)

Pendapatan Asli 

Daerah (X1)

Dana Alokasi 

Umum (X2)
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Lampiran 4. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli 

Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum  pada Kabupaten dan Kota 

Provinsi Aceh Tahun 2022 (dalam Miliar Rupiah) 

1 Kab Aceh Selatan 77.90 117.43 595.94

2 Kab Aceh Tenggara 126.61 23.65 539.84

3 Kab Aceh Timur 157.01 97.86 760.23

4 Kab Aceh Tengah 165.24 176.87 565.67

5 Kab Aceh Barat 252.00 143.50 543.83

6 Kab Aceh Besar 163.20 169.37 746.91

7 Kab Pidie 281.47 225.65 823.25

8 Kab Aceh Utara 340.82 190.94 882.66

9 Kab Simeulue 72.63 77.40 419.89

10 Kab Aceh Singkil 132.91 53.26 407.07

11 Kab Bireuen 255.89 180.78 801.25

12 Kab Aceh Barat Daya 75.30 48.98 411.10

13 Kab Gayo Lues 106.54 63.17 420.43

14 Kab Aceh Jaya 163.48 100.94 393.22

15 Kab Nagan Raya 194.83 101.12 393.22

16 Kab Aceh Tamiang 188.65 125.59 488.96

17 Kab Bener meriah 128.05 59.65 418.06

18 Kab Pidie Jaya 184.25 99.82 404.30

19 Kota Banda Aceh 94.61 209.59 539.24

20 Kota Sabang 114.43 53.88 332.13

21 Kota Lhokseumawe 142.25 67.49 418.63

22 Kota Langsa 124.78 256.92 407.52

23 Kota Subulussalam 245.30 12.36 314.29

NO Kabupaten / Kota
Belanja Modal 

(Y)

Pendapatan Asli 

Daerah (X1)

Dana Alokasi 

Umum (X2)
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Lampiran 5. Output Pengolahan Data 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Pendapatan Asli Kabupaten/Kota 69 12.36 256.92 118.3291 

Dana Alokasi Umum 69 313.86 897.98  

Belanja Modal 69 72.63 340.82 187.3700 

Valid N (listwise) 69    

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .629
a
 .395 .377 49.37049 1.910 

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Kabupaten/Kota 

b. Dependent Variable: Belanja Modal 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 105245.185 2 52622.593 21.589 .000
b
 

Residual 160871.413 66 2437.446   

Total 266116.598 68    

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Kabupaten/Kota 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 63.388 20.195  3.139 .003   

Pendapatan Asli 

Kabupaten/Kota 

.060 .146 .057 .411 .682 .474 2.109 

Dana Alokasi Umum .222 .053 .586 4.217 <.001 .474 2.109 

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

 

 

 

 


